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Abstrak
 

Kuasa Menjual masih banyak digunakan dalam proses peralihan hak dan sering menjadi penyebab

timbulnya sengketa, keabsahan mengenai kuasa menjual yang seringkali dijadikan dasar kreditor mengikat

suatu jaminan yang dimiliki oleh debitor untuk kepastian hukum kreditor dalam kegiatan utang piutang

tanpa menggunakan lembaga pembiayaan. Penelitian doktrinal ini menggunakan data sekunder yang berasal

dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, peraturan mengenai peralihan hak dan peraturan lainnya terkait

dengan akta kuasa dan perjanjian utang piutang. Penelitian ini menganalisis mengenai prinsip pemberian

kuasa dan perkembangan hukumnya serta menelaah pembuatan akta kuasa menjual dan pengakuan utang

yang dibuat dalam waktu bersamaan dalam pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan pada

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 369/PDT.G/2023/PN.JKT.BRT terkait kuasa menjual yang

dijadikan objek jaminan yang merupakan satu kesatuan dengan akta pengakuan utang. Dicabutnya Instruksi

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak, tentunya

menimbulkan ketidakpastian atas akta kuasa yang masih marak dibuat di hadapan Notaris. Pengaturan

mengenai kuasa jual diatur dalam pasal 1792 sampai dengan 1819 KUH Perdata, Akta kuasa yang dibuat di

hadapan Notaris merupakan alat bukti yang sempurna, namun, jika pembuatannya tidak dijalankan sesuai

dengan peraturan yang ada, maka akta kuasa tersebut dapat terdegradasi sebagai akta dibawah tangan, serta

akta kuasa menjual dengan akta pengakuan utang yang dibuat secara bersamaan dapat menimbulkan suatu

sengketa karena melanggar asas kepatutan.

......The Power of Sale is still widely used in the process of transferring rights and is often the cause of

disputes, the validity of the power of sale which is often used as the basis for the creditor to bind a guarantee

owned by the debtor for the legal certainty of the creditor in debt and receivables activities without using a

financing institution. This doctrinal research uses secondary data derived from the Civil Code, regulations

regarding the transfer of rights and other regulations related to power of attorney and debt and receivables

agreements. This study analyzes the principle of granting power of attorney and its legal development as

well as examines the making of power of attorney deeds to sell and debt recognition made at the same time

in the judge's consideration in determining a decision in the West Jakarta District Court Decision Number

369/PDT. G/2023/PN. JKT. BRT is related to the power of sale which is used as the object of collateral

which is an integral part of the debt recognition deed. The revocation of the Instruction of the Minister of

Home Affairs Number 14 of 1982 concerning the Prohibition of the Use of Absolute Power, of course,

creates uncertainty over the power of attorney that is still widely made before the Notary. The regulation

regarding the power of sale is regulated in articles 1792 to 1819 of the Civil Code, the power of attorney

made before the Notary is a perfect piece of evidence, however, if the manufacture is not carried out in
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accordance with existing regulations, then the power of attorney can be degraded as a deed under hand, and

the power of attorney deed and the debt acknowledgment deed made simultaneously can cause a dispute

because it violates the principle of propriety.


